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Abstract: Thisresearch isconcerning theimplementation of policy on personal tax self assessment
system which has not been optimally applied, leading to the unfulfilled compliance of the taxpayers
asexpected. This circumstance should beimmediately overcome because the government will lose
one of the financial resources from the tax sector, particularly from personal tax. The research is
carried out to empirically find out facts and scientifically study theinfluence of the self-assessment
policy implementation on the compliance of the personal taxpayersin Lampung Province.

The method used in this reseacrh was explanatory survey method with quantitative approach. The
population wasall tax officialsat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Tax Office,in Lampung Provinceas
well asresponder, and the technique used to collect the datawas questionnaire, collected from the
respondents,the tax officials.The data analysis technique was path analysis.

The research result shows that the influence of the self-assessment policy implementation on the
compliance of the personal taxpayers in Lampung Province with the compliance of the personal
taxpayers. The influance of organization, interpretation, and application dimensions was also re-

lated to the compliance of personal taxpayers.
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Penerimaan sektor Pgjak dalam Anggaran Penda-
patan dan BelanjaNegara(APBN) sangat penting,
Karenaitu untuk meningkatkan penerimaan APBN
pemerintah mengintensifkan pemasukan dari sektor
paj ak.dengan pertimbangan bahwa penerimaan
pajaklah yang lebih potensial ditingkatkan
dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan
APBN yanglain. Medui penerimaan pgak, peme-
rintah akan lebih realistisdalam membuat RAPBN
setigp tahunnya.. Untuk |ebih mengetahui besarnya
kontribusi pajak dalam RAPBN dapat dilihat pad
tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Kontribusi Pgjak dalam RAPBN Tahun 2002-2006

Tahun Rencana Pengrimean  Rencana Pergrimean Parsantase
Anggaran  APBN (Rp) Perpgjakan (Rp) Kontribus
2002  301.874.322.000.000 625.237.026.162.000 72,75%
2003  336.155.527.000.000 219.627.480.000.000 72,75%
2004 349.993.527.800.000 254.140.200.000.000 75,60%
2005 349.993.527.800.000 272.175.100.000.000 77,77%
2006  380.377.130.928.000 297.844.130.000.000 78,30%

Sumber: UU N0.19/2001, 29/2002, 28/2003, 36/2004, 13/2005.

Tabe 1 menunjukkan bahwakontribus penerimaan
dari sektor pajak setiap tahunnyarata-ratadi atas
66 % atau 2/3( duapertiga) dari penerimaan APBN.
Hal ini berarti peranan pgjak sangat dominandidadam
pembiayaan untuk penyel enggaraan pemerintahan
dan pembangunan negara.

Menyadari pentingnyaperanan pajak dari
Segi penerimaan negara, makaupayakearah pening-
katan pendapatan negaradari sektor pgjak ini terus
digiatkan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya
berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang
perpajakan, diantaranyayaitu: 1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 2) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 dan 3) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam sistem Self Assessment ini segala
Sesuatu yang berhubungan denganjumlah pgak yang
harus dibayarkan diserahkan sepenuhnyake pada
Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP)
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dalam hubungannyadengan sistem perpaakanini
ialah: (a) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b)
Menghitung besarnyapajak pribadi, (c) Memba-
yarkan pajak tersebut.dan (d) Melaporkan kewa-
jiban perpgakannya.

.Meskipunsstem self assessment ini telah
direalisir sudah cukup lama (sgjak tahun 1983),
namun kenyataan di |gpangan menunjukanlanyaitu
kepatuhan Wajib Pgak relatif rendah. Hal ini dapat
dilihat padatabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan antara Penyebaran dan Penerimaan
Surat Pemberitahunan Pajak (SPT) Propinsi Lampung
Taun Kartor Pdayaren JrihWejib Peryebaran Peerimeen %

Pejak Pejak
2001 B, Latpuy 12911 12911 a7 %63
Metro 26621 26621 11820 4.4
2002 B, Latpuy 20465 20465 8164 038
Metro 26338 26333 9% %68
2003 B, Latpuy 21604 21604 6913 319
Metro 268%  268% 10867 405
2004 B, Latpuyg 38780 38789 1540 582
Metro 14418 14418 8437 207
2005 B. Latpuyg 38780 38789 173 390
Metro 18511 18511 7221 288

Sumber: KKPMetro & KPP Bandar Lampung, 2006.

Berdasarkan Tabel 2. tersebut, terlihat bah-
waketaatan Wajib Pgjak Orang Pribadi di Propins
Lampung daam menyerahkan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Pajak selamalimatahun (2001 —
2005) berfluktuas antara28 % sampai 59 %. Untuk
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lam-
pung tertinggi padatahun 2004, sedangkan untuk
Kantor Pelayanan Pgjak (KPP) Metro terjadi tahun
2001.

Dari gambaran keadaan tersebut diatasyang
menunjukkan meskipun pemerintah telah berusaha
menyederhanakan sistem perpajakan yang mana
kesemuanyadiserahkan kepadaWejib Pgjak daam
hal melapor, menghitung dan membayar pajak
pribadinya, namun Wajib Pgjak Orang Pribadi masih
menunjukan ketidakpatuhannyaterhadap kebijakan
tersebut.

Berdasarkan hasil penjgjagan di |apangan,
baik melalui pengamatan langsung dilapangan
maupun wawancara dengan para pejabat di
lingkungan KPP di Bandar Lampung dan di KPP
Metro, maka diperoleh berbagai gejala yang
memberikan dugaan cukup kuat sebagai penyebab

mengapa wajib pajak kurang patuh memenunhi
kewgibannyauntuk me gporkan dan sekaigusmem-
bayar pgaknyasebaga has| perhitungannyasendiri.

Dari 9 organisas Kantor Pelayanan Pgak,
padabagian atau unit kerjayang mel aksanakan so-
sdisas mengena segd asesuatu yang menyangkut
perpaj akan termasuk upayauntuk meningkatkan
kepatuhanwajib pajak terhadap kewajiban perpa-
jakannya adalah Kantor Penyuluhan dan Penga-
matan Potens Pgjak (KP4) .

Dilihat kondisnyadari persondiayangdimi-
liki KP4 tersebut baik di KPP Bandar Lampung
maupun Metro dibandingkan dengan luasareayang
ditanganinyasangat tidak sebanding, yaitu hanya
terdiri dari 5—7 orang. Yang lebih parah lagi KP4
tidak mempunya program dari kegiatan sosialisas
secararinci danjelas, dankontinuitas. Selainitume-
todayang digunakan ddam prosespenyulunanbeum
tepat. Hal ini berdampak kepadawagjib pgak merasa
kesulitan untuk mengisi SPT yang diterimanya
meskipun dalam pedoman mengenal carapengisian
SPT dilampirkan saat penerimaan SPT itusendiri.

Secarateoritismenurut Edward ddam Jones
(1984: 178), mengatakan; ” The first requirment
for effective policy implementation is that those
who are to implement a decison must know what
they are supposed to do ....... " Ini menunjukkan
bahwa bilaada keinginan kebijakan dapat dilak-
sanakan dengan balk dan tepat, makaarahan serta
petunjuk pel aksana tidak hanyadapat diterimatapi
jugajelas. Bilatidak, makabagi pelaksanaakan
membawakebingungan mengena dalam menafsir-
kan apayang harusialakukan.

Keadaan ini kiranyacukup jelasmengingat
bahwa" upaya” untuk melaksanakan sistem “self
assssment” sebagai aplikas dari tatacarakebijakan
perpajakan tidak adakebijakan secarakhusus, te-
tapi kebijakanini merupakan bagian dari kebijakan
dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000, tentang K etentuan Umum dan Tatacara Per-
paj akan yang tercantum padapenjelasan Bagian |
Umum poin 3.c. Jadi dengan demikian petunjuk
pel aksanaannyapun pasti tidak ada. Karenaitu tidak
mustahil akanterjadi ambiguitasdiantaraparagparat
KPP dalam mengartikan “self assesment” dan
mengupayakan agar wajib pgjak memilki kesadaran/
kepatuhan dalam hal perpajakan. Hal ini kiranya
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perlu disadari bahwakeberhasilan dari sstem” self
assessment” ini sangat tergantung kepadakepatuhan
wajib pgak dan kepatuhan ini akan tumbuh ber-
kembang di ka angan masyarakat bilaimplementator
yatu KPP menyadari pulaakan pentingnyakegiatan
sosialisas mengenai sistem Self Asessment , yang
mana sudah jelas bahwa sistem tersebut segala
sesuatunyadiserahkan kepadawajib pajak dalam
hal melapor dan membayarnya.

Sebagai dampak dari keadaan ini semua,
maka K P4 sebagal pel aksananyadalam kegiatan
sogdisad 9gem perpgakan seain kurang dilengkapi
dengan tenaga-tenagamanusiayang handal ddam
sosialisas jugakelengkapan operasionalnyapun
dianggap rdaif mashminim, sehinggahd ini menga:
kibatkan kegiatan berbagai operasionalnyaakan
terhambat.

Sementaraitu, Jones (1984: 165) menge-
mukakan bahwa terdapat tiga macam aktivitas
utama dalam implementas kebijakan publik, yaitu:
1. Organizational; The establishment or

rearrangment of resources, units, and meth-
ods for putting a policy into effect.

2. Interpretation; The translation of language
(often contained in a statute) into acceptable
and feasible plans and directives.

3. Application: The routine provision of service,
payments, or other agree upon objectives or
instruments

Berdasarkan pembagian aktivitasimplemen-
tas kebijakan, peneliti berpendapat bahwauntuk
mel aksanakanimplementas suatu program dibutuh-
kan adanyaorganisasi dalam rangkamembentuk
atau menatakembali sumber daya, unit-unit serta
metode agar program bisaberjaan, disampingitu
diperlukan penafsran yang samauntuk melaksana:
kan program tersebut sehinggarencanadan arahan
bisaditerimadengantepat dan dijalankan oleh para
pelaksanaimplementas, sehinggaakan berdampak
padaketepatan, kecepatan, kejel asan, pengaturan,
pengetahuan, kes nambungan dan pembagiantugas
yang jelas. Selain itu, dalam pelaksanaan imple-
mentas kebijakan jugaharus menerapkan kegiatan
aplikas agar mampu memberikan pelayanan yang
sesual dengan metode dan prosedur yang jelas.

Anggriyani Windurisasi dalam Budiono
(2003: 151) telah melakukan penelitian di Kantor

Pelayanan Pgjak (K PP) Jakarta Jatinegaraterhadap
Wajib Pgjak yang terdaftar, sebanyak 3.961 Wajib
Pgjak PPh Badan.. Hasll perhitungankorelas 0,331,
yang menunjukkan bahwakualitas pel ayanan seba-
ga variabd bebasadd ah positif dan kepatuhan seba
gal variabe terikat addah pogitif. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwaadahubungan yang positif
antarakualitas pel ayanan dengan kepatuhan Wgjib
Pajak.

Selainitu, Nashuha (2004: iv) melakukan
penelitian disertas nyadengan permasa ahan pokok
adalah masih rendahnyatingkat kepatuhan wajib
pajak dalam memenuhi kewgjiban perpa akannya,
yang meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri,
pelaporan Surat Pemberitahuan, mel akukan perhi-
tungan dan pembayaran pgjak terhutang.

Hasi| pendlitian menunjukkan bahwarefor-
mas administras perpajakan berpengaruh cukup
signifikan terhadap akuntabilitas organisasi dan
berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan
wajib pgjak. Akuntabilitas organisas berpengaruh
relatif agnifikan terhadap kepatuhanwaib pg ak dan
akhirnyareformas administras perpg akanbersama
akuntabilitasberpengaruh sangat Sgnifikanterhadap
kepatuhanwajib pajak.

Berdasarkan analisissingkat yang berlan-
daskan kepada gegjala-ggjala yang ditemukan di
lapangan dan pendlitian sebelumnya, makaperma-
sdahan atau research question dalam pendlitianini
addah: Bagamanapengaruhimplementas kebijakan
sstem self assessment padakepatuhan wajib pajak
orang pribadi?

Penditianini dimaksudkan untuk menguji
secaraempirik dalam menemukan pengetahuan dan
pemahaman konsep baru secarafaktual tentang pe-
ngaruhimplementas kebijakan Sistem Self Assess-
ment terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
sertamengetahui besarnyapengaruh dimend-dimend
faktual implementasi kebijakan Self Assessment
dalam rangka mencapai kepatuhan wajib orang
pribadi pada K antor Pelayanan Pgjak (KPP) Metro
dan Bandar Lampung di Proving Lampung.

Kegunaan dari pendlitianini addah (1). Dari
segi teoritis, diharapkan hasil penelitianini dapat
memiliki kegunaan bagi pengembanganilmuadminis-
tras negara, khususnyada am pembuatan kebijakan
di bidang perpgjakan dan (2) Dari segi praktis,
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diharapkan hasil penelitianini dapat memberikan
rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah
(Ditjen Pgak) dalam mengimplementasikan kebija
kan Sistem Self Assessment untuk melakukan pela-
yanan terhadap wajib pgjak khususnyapaak orang
pribadi.

METODE

Pendlitian ini menggunakan desain sebagai
penelitian deskriptif (descriptive research). Nur
Indriantoro dan Bambang Supomo (1999 ; 26)
mengemukakan bahwa penelitian deskriptif addah
penelitian terhadap masal ah-masa ah berupafakta-
faktasaat ini dari suatu populad, dengan tujuan untuk
menguji hipotesisatau menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengan current status dari subyek yang
diteliti”.

Sesual dengan karakteristik penelitianyang
akan dilaksanakan makametode yang akan diguna-
kan dalam pendlitianini adaahsurvey explanatory.
Menurut Rusidi (2002: V-3),” survey adalah penye-
lidikan yang dilaksanakan untuk memperolehfakta:
faktadari ggjala-gg dayang adadan mencari ke-
terangan-keterangan secarafaktual . Explanatory
adal ah penj el asan terhadap peristiwaatau keadaan
saat ini (explanation). Penjelasanini erat hubungan-
nyadengan pertanyaan apa penyebab terjadinya
peristiwaatau keadaan dan akibat yang ditimbul -
kannya. Melalui metode penelitian ini diharapkan
dapat menemukan teori yang dikembangkan mdaui
pendlitian pengujian (verifikas) proposis-proposis
faktud, yaitu proposs-proposs dedukas (hipotess)
yang diuji secaraempirik yang sering jugadisebut
penditian pengujian (verification research).

Untuk mengetahui dataapayang diperlukan
ddam penditianini makaperlu dilakukan operasio-
naisad dari variabd-variabd pendlitian. Operasond
variabe memberikan penjeasan bagamanavariabd-
variabel dapat diukur yaitu dengan caramenentukan
indikator dari masing-masing variabd, dari indikator-
indikator tersebut dibuatlah pertanyaan. Dengan
demikiandatavariabd penditian dapat dikumpulkan.
Berdasarkan fenomenadan uraianteoritispadalatar
bel akang permasa ahan pendlitian makasecararinci
operasonalisas variabd-variabel dalam pendlitian
ini dapat dilihat padatabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Operasionalisas Variabel

Jumlah populas pendlitianrdlatif kecil yaitu
143 orang gparat KPP, oleh karenaitu sduruh gparat
KKPdijadikan sampel, sehinggapenditianini meru-
pakan pendlitian sensus.

Untuk melengkapi datayang diperoleh, ma:
kapenditianini menggunakaninforman sebaga kon-
firmas untuk mengetahui sgauhmanakepatuhan wa-
jib pgjak dan pelayanan yang dilaksanakan aparat
sebanyak 25 % dari wajib pajak orang pribadi (100
orang) untuk setiap klasifikasi wajib pajak orang
pribadi, sehinggaberjumlah 25 orang wajib pajak
orang pribadi yang terdiri:- Wajib pajak orang pribadi
sebanyak 6 orang - Bendaharapemotong/penyetor
pajak sebanyak 3 orang - Pekerjaprofesional (nota:
ris, pengacara, dokter, akuntan) sebanyak 12 or-
ang - Pengusaha sebanyak 4 orang.

Teknik angket digunakan untuk mengum-
pulkan datadalam penditianini yang dilakukan me-
lalui penyebaran daftar pertanyaan yang bersifat
tertutup, yang setiap pertanyaan sudah disediakan
dternaif jawaban, sehinggaresponden hanyamemilih
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sdah satujawaban yang dianggap sesua denganke-
nyataan. Teknik pengumpulan datadengan angket
ini digunakan untuk mendagpatkan dataprimer tentang
Implementasi Kebijakan Self Assessment (X)
dengan Dimensinya: Organisasi (X,), Penafsiran
(X,), danAplikasi (X,) serta Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (). Pengukuran datadilaku-
kan dengan menggunakan skalaLikert yangtelah
dimodifikasi . Penilaian ataspilihan jawaban untuk
angket yang disediakan adalah sebagai berikut :
Sangat Baik/sangat memuaskan, diberi skor 5.
Baik/memuaskan, diberi skor 4.
Cukup baik/cukup memuaskan, diberi skor 3.
Kurang Baik/kurang memuaskan diberi skor 2.
Tidak Baik/tidak memuaskan, diberi skor 1.
Untuk memperoleh datayang baik, perlu
diuji apakah datayang diperoleh dari instrumen
(angket) yang itu sudah; tepat (valid), terandal
(reliable) dan konsisten (internal concistency). Uji
validitas instrumen penelitian, dilakukan untuk
mengetahui gpakahdat ukur yang digunakan mam-
pu mengukur objek yang diukurnya. Uji validitas
dilakukan terhadap item yang tel ah disusun berda-
sarkan konsep operasionalisas variabel besertain-

sy - x[3r) i perhitunganvali-

Wz - xfiazr - rf)

Jkan dengan cara

1) Skor butir pertanyaan dipandang sebagai nilai
X dan skor total dipandang sebagai nilal Y;

2) Mengkorelasikan butir-butir pernyataan dalam
angket dengan skor total menggunakan teknik
korelas Product Moment dari Pearson, dengan
rumussebagal berikut :

Keterangan:

My = koefisien validitasitem yang dicari
X = skor butir pertanyaan

Y = skor total pertanyaan

Uji reliabilitasinstrumen dilakukan untuk
mengetahui apakah instrumen penelitian yang
digunakan cukup handal. Untuk melihat kehandaan
dari aat ukur, pertanyaan dibagi menjadi beberapa
bagian sesua dengandimens pendlitiannya, dihitung

stigpjumlah bagiannyakemudiandihitungkoefisen
korelasinya dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach.

“ (k;il][l_ Zf}

= Banyaknya pertanyaan
s? = Nilai variansjawaban bagian split
= Nilal varianstotal jawaban responden

Selanjutnyadihitung koefisien reliabilitasdengan
rumussebagal berikut :

Sugiyono (2001 : 122) mengemukakan bahwape-
ngujian redibilitasinstrumen penelitian dapat dila-
kukan dengan teknik belah dua(split-half) dengan
rumus

_2rb
I 1+rb
dimana
r. =reliabilitasinternal seluruhinstrumen atau
pernyataan
r, = korelasi product moment antara belahan
pertama dan kedua

Setelah dilakukan analisisinstrumen pene-
litian dan jikaingtrumen pendlitiantersebut vaid, re-
liabel dan konsisten, selanjutnyanilai jawaban res-
ponden diubah skalanyamenjadi skalapengukuran
interval dengan menggunakan metode succesive
Interval yang caranyaseperti berikut :

a) Perhatikannilal jawaban dari setigp pertanyaan
dalam kuesioner

b) Untuk setiap pertanyaan tersebut, |akukan
perhitungan adaberaparesponden yang men-
jawab skor 1,2,3,4,5 =frekuens (f)

c) Setigpfrekuens dibagi denganbanyaknyanres-
ponden dan hasiinya= (p)

d) Kemudian hitungpropors kumulatifnya(pk)

€) Dengan menggunakantabd normd, hitungnilai
Z untuk setigp propors kumulatifnyayang diper-
oleh.

f) Tentukannila densitasnormal (fd) yang sesuai
denganZ
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g Tentukannila interva (scale value) untuk setigp
skor jawaban dengan rumus sebagal berikut :

(Density at tower lim it) —
(Density at upper limit)
Scale Value =

(Area below upper limit) —
(Area below lower limit)

h). Sesuaikan nilai skalaordina keinterval, yaitu
Skala Value (SV) yangnilainya terkecil (harga
negatif yang terbesar) diubah menjadi sama
denganjawaban respondenyang terkecil melaui
transformas berikutini:

Transformed Scale Value: SV =SV +{ SV min}+1

Untuk menjel askan hubungan diantarakedua
variabd tersebut akan digunakan andisisjaur (path
analysis).

Diagramjadur yang memperlihatkan hubungan
kausal antar variabel tersebut, dapat dilihat dalam
bentuk paradigmapenditian sebagai berikut:

X

X1 y
SR
A{: ~-
=y - -
Po:

Pﬂ.l

Bty
Fargts

Berdasarkan diagramjalur tersebut, maka
persamaan struktura yang dapat diturunkan adalah

sebagal berikut:

P=P X
y

yx1® "1 + I:)yx2x2+ I:)y><3x3+ a

HASIL

Penditianini melibatkan duavariabel yaitu
Implementasi K ebijakan Self Assessment (X.) dan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
Deskrips datadidasarkan kepadaperhitungan fre-
kuens terhadap skor setigp dternatif jawaban ang-
ket, sehinggadiperol eh prosentase dan skor rata-
ratajawaban responden.

Berdasarkan perhitungan koefisien deter-
minang dari analisisjalur, pengaruhimplementas
kebijakan sebagal akumulas dari dimend organisad,
penafsiran dan aplikas terhadap kepatuhan wajib
pa ak orang pribadi add ah sebesar 67.57 %, sedang-
kan faktor lainnya sebesar 32,43 %. Secararinci
dapat dilihat padadiagram jalur sebagai berikut:

Pwx1=0, 2386

[
03243
|
¥

0EAH

Pricz =0,2847

=14

P =0,3755

Gambar 1. Pengaruh X 1, X2, dan X3terhadap Y

Keterangan :
X = Variabel Implementasi Kebijakan
Self assessment
Y = Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Dimensi Organisasi
X2 = Dimensi Interpretasi
X3 = Dimensi Penerapan
e = Faktor lain yang mempengaruhi

variabel Y
= besarnnyakoefisien korelasi
antaravariabel eksogenus
P = besarnyakoefisien jalur antara
variabel X danvariabel Y
= besarnyakoefisien jalur antara
adenganY

xLix1j

Gambar 2: Struktur Pengaruh Implementasi K ebijakan
Self Assessmen (X) Terhadap K epatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Y)

Keterangan :
X =Variabel Implementasi Kebijakan Self
Assessment

X, =Dimens Organisasi

X, =Dimensi Penafsiran

X, =Dimens Aplikas

Y =Variabel Kepatuhan Wajib Pejak Pribadi
a = Faktor lainyang mempengarunvariabd Y

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat
dijelaskan bahwa dimensi organisasi (X,) ber-
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi (Y) sebesar 29.86 %, dimensi penafsiran
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(X,) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi (Y) sebesar 28.47 % dan dimensi
aplikasi (X,) berpengaruh terhadap kepatuhanwgjib
pajak orang pribadi (Y) sebesar 37.85 %. Dari
nilai pengaruh tersebut dapat dilihat pulabahwa
faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan
wajib pagjak orang pribadi berdasarkan urutan dari
yang terbesar adalah 1) dimensi aplikas (X.,),
kemudian 2) dimensi organisasi (X,), dan 3) dimens
penafsiran (X,).

Dengan demikian diperoleh hasi| total nilai
variabd Implementas Kebijakan (X) sebesar 67.57
%, sementarafaktor lain yang dinyatakan dengan
simbol aturut mempengaruhi Y sebesar 32.43 %

Hasi| pendlitian secarakesdl uruhan menun-
jukan besar pengaruh antaravariabd implementas
kebijakan self assessment dengan dimensinya;
organisas, penafsiran dan aplikas terhadap kepa:
tuhanwgjib pgak orang pribadi dengandimensinya
kepatuhan formal dan kepatuhan material sebesar
0.6757 atau 67.57 %. Hal ini berarti bahwakoefisen
diterminas sebesar 67,57 %. Artinya 67,57 %
variabel kepatuhanwajib pgak orang pribadi dapat
dijelaskan olehtigadimens implementas kebijakan
self assessment yaitu organisasi (X,), penafsiran
(X,) danaplikasi (X,). Hal ini menunjukan bahwa
pilar-pilar atau dimensi-dimens dari sebuahimple-
mentasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketiga
dimend tersebut depat ditergpkan padaimplementas
kebijakan self assessment terhadap kepatuhan
wajib pgak orang pribadi di Propins Lampung.

Informeas lain yang dapat diungkapkanyaitu
variabel implementas kebijakan self assessment
dengan dimens organisas, penafsiran dan aplikas
memiliki validas yang baik, sebab ketigadimensi
tersebut teruji oleh datahasi| penditian yang menun-
Jukkantidak adasatujaur punyang dihilangkan dari
model. Namun demikian, kepatuhanwajib pgjak
orang pribadi tidak hanyadipengaruhi olehimple-
mentas kebijakan dengan dimens organisasi(X,),
penafsiran (X,) danaplikasi (X,) sgja, akan tetapi
adafaktor lain (epsilon) yangjugaberpengaruhyang
tidak dikgji ddam penditianini. Hal ini berarti bahwa
penggunaanteori Jonesdaam variabel implementas
kebijakan ini sudah sangat tepat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini
mengindikaskan bahwasemakin baik implementas

kebijakan self assessment yang dilakukan oleh
aparat pajak Kantor Pelayanan Pgak (KPP) di
Propinsi Lampung, maka akan diikuti dengan
semakin tingginyakepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Hal ini dapat diterangkan oleh persamaan
jalurY =0,2986 X1+ 0,2847 X2 + 00,3785 X3 +
0,3234.

PEMBAHASAN

Dengan persamaan jalur tersebut dapat
diinterpretasikan bahwajikaimplementas kebijakan
self assessment dengan kepatuhan wajib pajak or-
ang pribadi diukur dengan instrument yang dikem-
bangkan dadam penditianini, makasetigp perubahan
skor implementas kebijakan dengan dimens orga
nisas, penafsiran dan aplikas sebesar satu satuan,
maka dapat diestimasikan skor kepatuhan wajib
pajak orang pribadi akan berubah 0, 3234 satuan
padaarah yang sama.

Secarateoritisdapat dijelaskan bahwatinggi
atau rendahnyakepatuhan wajib pg ak tergantung
kepadaimplementas suatu kebijakan yang dalam
hal ini kebijakan self assessment. Untuk mening-
katkan kepatuhan wajib pajak, maka parawajib
paj ak harus mengetahui dengan seksamadan me-
nyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang
diberlakukan ddam suatu negara. Pemahamanwgjib
paj ak terhadap undang-undang pajak merupakan
dimensi yang sangat penting bagi terciptanya
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk
mel aksanakan kewgjiban perpg akannnya. Menurut
penulis, memang pemahaman terhadap undang-
undang perpajakan harus dinomor-satukan sebagal
dasar untuk dapat dipenuhinyakewagjiban perpa-
jakan dan pengembanganiklim yang sehat. Pernya-
taan tersebut diperkuat oleh Solihin A Wahab (1997
105) yang menyatakan bahwa: “ keputusan sese-
orang untuk patuh terhadap peraturan atau perun-
dang-undangan merupakanfungs dari: @ Kemung-
kinan bahwa setiap pelanggaran akan mudah
dideteks dan diseret ke pengadilan; b) Tersedianya
sanksi-sanks untuk menghukum mereka yang
mel akukan pelanggaran; ¢) Skap kelompok sasaran
terhadap keabsahan (legitimated) peraturan per-
undang-undangan yang berlaku; d) Ongkos/beban
bagi kelompok sasarn yang patuh yang menyangkut
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adanyacontoh reward bagi kepatuhan dan punish-
ment bagi pelanggaran’

Pernyataan tersebut didukung oleh Ander-
son (1979: 114), yang menyebutkan adalimafaktor
yang menjadi penyebab keti dakpatuhan masyarakat
terhadap suatu kebijakan, yakni: Pertama, berkaitan
dengan ketidakpatuhan sel ektif terhadap hukum,
dimanaterdapat beberapa peraturan perundang-
undangan atau kebijakan yang bersifat kurang
mengikat individu-individu atau ka aupun mengikat
sering sankd atau punishment terhadap merekayang
melanggar sangat rendah atau dimanaaturan hukum
yang jelasbisa’ dipermainkan” oleh oknum-oknum
yang terlibat; Kedua, karenakeanggotasesorang
dalam suatu kel ompok atau perkumjpulan mempu-
nyai gagasan berbedaatau bertentangan dengan pe-
raturan atau keinginan pemerintah. Merekaberu-
payamenentang atau menolak aturan itu bahkan
sering secarademondtratif mel akukan pelanggaran;
Ketiga, adanyakeinginan untuk mencari keuntungan
dengan cepat diantaraanggotamasyarakat dengan
menipu atau mel anggar hukum, misanyatidak secara
jujur mengisi SPT atau secara sengaja berkolus
dengan petugas pajak demi keuntungan peribadi;
Keempat, adanya ketidakpastian hukum atau
keti dakjd asan ukuran kebijakan yang mungkinsding
bertentangan satu sama lain sehingga menjadi
sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau
kebijakan pemerintah; Kelima, jikasuatu kebijakan
ditentang secaratgam dengan sistemnilai.

Diterapkannya kebijakan self assessment
daam perpgakandi Indonesia, diharapkan perilaku
wajib pgjak orang pribadi, khususnyayang berada
di Propinsi Lampung tidak terjadi seperti hal-hal
tersebut di atas, karena sistem tersebut memberi
kesempatan kepadawajib pajak untuk mendaftar,
menghitung dan melaporkan kewgjiban pg akanya
secarajujur. Sistem Self assesment diberlakukan
untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-be-
sarnyabagi masyarakat gunameningkatkan kesaran
dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan
pajaknya’. Konsekuensinya, masyarakat harus
benar-benar mengetahui tatacaraperhitungan pgjak
dan segd asesuatu yang berhubungan dengan pera
turan pemenuhan perpgakan.. Disampingitusstem
ini juga menuntut kepatuhan dari wajib pajak,
sehinggasistemini bisamenimbulkan peluang besar

bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan
kecurangan, manipulas perhitungan jumlah pgjak,
penggd gpanjumlah pgak yang harusnyadibayarkan.

Satuhd penting ddamkatan denganandisis
kebijakan self assessment adalah implementas
kebijakan self assessment itu sendiri yang dalam
penditianini memberikan sumbangan sebesar 67.57
% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Terlepasdari variabel lainnyayang berpengaruh
namun kalau dilihat secarateliti bahwakebijakan
self assesment itu sendiri masih belum maksimal
ddam menciptakan kepatunan wgjib pgak. Adanya
beberapa kegiatan self assessment seperti
pel aporkan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib
pajak belum dil gporkan secaramenye uruh.

Namun kerberhasilan kebijakan self assess-
ment dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak
tidak akan terwujud apabilatidak dibarengi dengan
perhatian terhadap isi kebijakan self assessment
tersebut sertasistem nilai yang mempengaruhinya,
sebagamanayang dikatakan oleh Grindle (1980: 11)
“Iimplementas kebijakan akan berhasi| apabiladua
faktor yang mempengaruhinya diperhatikan,
yaitu:pertama is kebijakan (content of policy) yang
meliputi kepentingan kelompok sasaran, tipemanfaet,
dergjat perubahan yang diiinginkan, letak
pengambilan keputusan, pel aksanaan program, dan
sumber dayayang dilibatkan. Kedua, lingkungan
implementasi (context of implementation) yang
meliputi kekuasaan kepentingan dan strategi aktor
yang terlibat, karakteristik |lembagadan penguasa,
kepatuhan dan dayatanggap.

Kgeasanig kebijakan self assessment ten-
tu s aperlu dukungan penyusunan kebijakan dari
aspek teoritis. Namun yang terpenting dalam karak-
ter kebijakan tersebut adal ah seberapa besar komit-
men kalangan aparat pel aksana kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaranyang diinginkan ddam
rangkaoptimalisasi kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Sstemnila yangterjadi disekitar lingkungan
kebijakan kaitannyadengan self assessment turut
mempengaruhi keberhasilan peningkatan kepatuhan
wajib pgak.

Pengaruhsistemnila seperti; tidak jujurnya
parawagjib pajak orang pribadi untuk melaporkan
kewagjiban pg ak yang sebenarnya, kurang tegasnya
sangs hukum bagi yang menundada am membayar
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kewagjiban perpg akannya, skap aparat yang masih
menyediakan diri kepada wajib pajak dalam
melakukan pelayanan terhadap wajib pagjak serta
rumitnyaketentuan atau peraturan yang harusdiikuti
oleh wajib pajak orang pribadi atau dengan kata
lain banyaknya peraturan pel aksanaan yang selau
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak menga-
kibatkan wajib pajak bersikap acuh tak acuh yang
padaakhirnyamembuat parawajib pajak tersebut
menjadi enggan untuk membayar pajaknyaserta
ketel adanan atau panutan yang diberikan parapga
bat ataupun pengusahauntuk memberikan contoh
dalam membayarkan kewajiban perpajakannya
masi hrendah.

Dalam sistem “self assessment” wajib
pajak orang pribadi ternyatadibebani biayakepa-
tuhan yang cukup tinggi, hd ini terjadi dikarenakan
masih banyak wajib pgjak orang pribadi yang
kurang mampu menghitung kewajiban pajaknya
dengan baik sehinggaterkadang iamenggunakan
bantuan konsultan pajak ataupun memintabantuan
kepada oknum aparat pajak untuk membantu
menghitungkanjumlah pgak yang harusdibayarnya
dan berakibat padapengel uaran yang harusdil aku-
kan oleh wajib pajak orang pribadi dalam rangka
menghitung kewajiban perpajakannya. Hal ini
berbeda dengan sistem “official assessment” di-
mana wajib pajak hanya perlu membayar pajak
terutang yang ditetapkan ol eh aparat pajak (fiskus).

Implementasi Kebijakan self assesment
sudah berjalan cukup lamahampir 25 tahun, akan
tetapi kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum
tercapal secaraoptimal. Masalah banyak masalah-
masa ah yang muncul berkaitan dengan pel aksanaan
kebijakan self assesment, seperti: masih tidak
jujurnyawgjib pagjak dalam melaporkan kewgjiban
pajak yang sesungguhnya, masih rumitnyaformulir
pengisian datawajib apajak orang pribadi, belum
efektifnyakeberadaan Kantor Pelayanan Pgjak di
daerah, belum diterapkan sangs dengan tegaster-
hadap wgjib pgjak yang melanggar peraturan untuk
paj ak orang pribadi dan masih rendahnyapanutan
dari parapeg abat ataupun pengusahabesar dalam
memberikan contoh untuk ketaatan membayar
kewgjiban pajak prang pribadi.

Namun kerberhasilan kebijakan self assess-
ment dalam mewaj udkan kepatuhan wajib pajak

tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak
memperhatiannila-nila aaussemnila. Nila sangat
berpengaruh terhadap pembuat ataupunimplementor
kebijakan, karenadengan seperangkat nilai yang
dipegangnya akan terwujud apakah suatu kebija-
kanan tersebut diterapkan sudah memperhatikan
ataupun menggunakan nilai-nilai yang berlaku atau
dianut oleh wargamasyarakat.

Menurut Koentjaraningat (1974. 22),
bahwa: " sistem nilal biasanya berfungsi sebagai
pedoman tertinggi bagi kelakukan manusia’.
Berkaitan dengan kebijakan publik jugatidak dapat
terlepasdari nila-nila yang meekat padadiri pembuat
maupun pel aksanaatau implementornya. Nila me-
nurut Danandjgja(1986: 22), “nilal adalah penger-
tian-pengertian (conceptions) yang dihayati se-
Seorang mengena gpayang lebih penting atau kurang
penting, apayang lebih baik atau kurang baik, dan
apayng lebih benar atau kurang benar”.

Nilai-nilal diperoleh dan berkembang dari
pengal aman seseorang yang dalam sifat dan ung-
kapannyadipengaruhi oleh keadaan fisk dan psikis
seseorang. Nilai-nila memberikan arah padasikap,
keyakinan dan perilaku seseorang , dan memberikan
pedoman untuk memilih perilaku atau tujuan dari
perilakumanayanglebih ataukurang diingini, sesual
dengan polahirarki kepentingan nilai-nilai tersebut
ddamdiri seseorang.

Redlitas di lapangan menunjukan bahwa
setel ah dikonfimasi melaui wawancaralangsung
denganwajib pgjak orang pribadi sebagai bentuk
Counter Information, bahwadimens lainyang ber-
pengaruh terhadap implementas kebijakan di Pro-
pinsi Lampung adalah sistem nilal antaralain: 1)
Kerumitan pengisan datayang harusdilakukanoleh
waib pgjak orang pribadi sangat rumit. Hal ini dapat
dilihat ddamformulirisan 1770, yang manadaam
idanformulir tersebut banyak pertanyaanyang harus
dijawab oleh wgjib pajak orang pribadi secarade-
tail danterinci, mulai pendapatan tetapnyasampai
kepada pendapatan tambahan yang diperolehnya,
sehinggamemerlukan perhitunganyang menyeluruh
dan lengkap dari pendapatan seseorang; 2) Masih
sedikitnyajumlah kantor pelayanan pgjak yang ada
di proping Lampung yaitu hanyaduabuah menun-
jukan organisas dalam bidang perpajakan tersebut
tidak efektif untuk melayani parawgjib pgak yang
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tersebar di sepuluh kabupaten dan kota; |dealnya
setigp kotaatau kabupaten memiliki kantor pelaya
nan pajak sehinggawajib pajak akan mudah me-
ngakses berbagai permasalahan yang berkaitan
dengan pajak pribadinya. Walaupun sudah adasi-
tus/web pajak, nampaknya penggunaan terhadap
stustersebut belum dilakukan oleh parawgjib pgak
yang berdomis di kabupaten—kabupaten yangjauh
dari pusat ibukotapropinsi; 3) Pemberian sanksi
terhadapwajib pg ak yang melanggar ketentuan atau
peraturan perpa aknyanampaknyabe um ditegak-
kan secarautuh. Aparat pgak hanyamenggar wajib
pa ak yang memiliki kegiatan usashayang besar sgja
yang akan dikenakan sanks, sehinggawajib pajak
yang obyek pajaknyarendah jarang dikenakan
sanks gpabilamerekameanggar. Ha ini menjadikan
parawg]ib pajak orang pribadi tersebut merasatidak
takut terhadap sangs hukum apabilamerekatel at
ataupuntidak membayar kewgjiban perpgakannya.
Kondis ini terjadi akibat penerapan sangsi yang
rendah terhadap pel anggaran peraturan perpg akan;
4) K etidakjujuran wajib pajak orang pribadi daam
penyampaian SPT. Ha ini disebabkan kesulitan dari
kantor pelayanan pajak setempat untuk mengetahui
berapabesar pendapatan atau penghasilan seorang
wajib pgjak yang benar pertahunnya. Walaupun
wajib pgjak tersebut sudah melakukan pencatatan
terhadap pendapatannya, umumnya pendapatan
yang dicatat tersebut bukanlah pendapatan yang
sebenarnyadan yang terjadi biasanyalebih rendah
dari pendapatan tersebut. Begitu jugawajib pajak
yang memiliki audit laporan keuangannya dari
akuntan publik nampaknyaaudit yang dibuatkan
adalah berdasarkan permintaan atau pesanan si
wajib pgjak orang pribadi. Terkadang kegiatan-
kegiatan tersebut jugadibantu ol eh petugas pajak
denganimba anyang sudah disepakati. Jadi dengan
demikian baik aparat pajak dan wajib pajak sama
sama tidak jujur dalam melaporkan kewajiban
seorang wajib pajak orang pribadi tersebut; 5)
Kepanutan, dimanamasyarakat atau wargayang
sudah jelasmemiliki penghasilan melebihi TKPK
nampaknya belum bisa dijadikan contoh atau
panutan untuk menjadi wajib pajak yang baik.
Malahan terjadi parawajib pajak yang memiliki
pekerjaan atau posisi jabatan yang cukup tinggi
mereka akan tetapi mereka enggan membayar
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pajaknya. Sebagai contoh banyak parapejabat di
lingkungan pemerintahan yang belum memiliki
NPWP, begitu juga parapengusahaataupun para
tenaga profesi, seperti dokter, akuntan publik,
pengacaradanlain-lain tidak jelaskapan dan bergpa
besar pajak yang sudah dibayarnya. Merekatidak
memiliki perilakuyang pantasditiru untuk menjadi
wajib pajak yang patuh dan menyadari akan
kewagjiban perpgjakannya.

Dengan menambahkandimend tatanila aau
sistem nilai dalam teori implementasi kebijakan,
dimungkinkanimplementas kebijakan salf assess-
ment dapat berjaan|ebih optima danbiladikaitkan
denganwajib pg ak orang pribadi makakepatuhan-
nyaakanlebih meningkat.

SIMPULAN

System self assessment yang diberlakukan
untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-
besarnyapadawgjib pgjak dadam penyetoran pgjak-
nya, belum dapat meningkatkan serta optimal
kepatuhan wajib pajak, dalam pembayaran pajak.
Namun demikianimplementasi kebijakan self as-
sessment berpengaruh padakepatuhan wajib pgjak
orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas
implementas kebijakan self assessment akan mem-
pengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak or-
ang pribadi, sehinggadapat dikatakan bahwaupaya
mengoptima kan organisag, penafsirandan aplikas
secarasingnifikan akan me-ningkatkan kepatuhan
wajib pgjak orang pribadi.

Hasil anaisismembuktikan bahwaorgani-
sad, penafsiran dan aplikas memberi pengaruhyang
sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pgjak orang
pribadi baik secarabersama-samamaupun secara
parsia. Namun keberhasilan kebijakan self assess-
ment dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak
yang optima harusdibarengi dengan memperhatikan
IS kebijakan salf assesment sertasystemnilal yang
dianut atau yang melekat padawajib pajak pembuat
kebijakan dan pel aksanaan kebijakan perpaakan.
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